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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana Indonesia 

menguatkan pilar-pilar poros maritim sebagai respon terhadap perompakan 

dan pembajakan di Selat Malaka?” penelitian ini menjelaskan bagaimana 

Kebijakan Poros Maritim turut mengambil peran dalam menekan kasus-kasus 

Pembajakan dan Perompakan yang ada di Perairan Selat Malaka. Dari lima pilar 

yang ada pada Kebijakan Poros Maritim, pilar diplomasi maritim dan keamanan 

maritim merupakan solusi yang baik untuk mengurangi perompakan dan 

pembajakan yang ada di Perairan Selat Malaka melalui kerjasama Patroli 

Terkoordinasi Trilateral MALSINDO serta bantuan panduan kapal.  

Kejahatan maritim yang terjadi di Selat Malaka semakin beragam seperti: 

perompakan dan pembajakan, penyelundupan barang illegal, perdagangan manusia 

hingga aksi terorisme, hal ini perlu ditangani secara lebih detail dan mendalam oleh 

ketiga negara pantai pemilik perairan Selat Malaka yaitu Malaysia, Singapura dan 

Indonesia. Untuk mengamankan perairan Selat Malaka dibutuhkan komitmen yang 

tinggi dari ketiga negara pantai pemilik perairan Selat Malaka untuk menjalankan 

kerjasama yang lebih efektif dari kerjasama sebelumnya dan dapat mengurangi 

kejahatan maritim yang ada di perairan Selat Malaka, khususnya perompakan dan 

pembajakan. Kerjasama yang baik tidak hanya melibatkan Malaysia, Singapura dan 

Indonesia sebagai negara pantai pemilik perairan Selat Malaka namun juga 

memerlukan partisipasi dari negara-negara pengguna untuk menjamin keselamatan 

pelayaran bersama. Dengan adanya kerjasama seperti MALSINDO dan pemberian 
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layanan panduan kapal di Selat Malaka serta pengamanan dalam aksi militer, dapat 

di artikan sebagai langkah aktif untuk memberikan dampak nyata untuk 

mengurangi terjadinya kejahatan maritim.  

Kebijakan poros maritim dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai strategi 

untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat akan kemaritimannya 

baik itu dalam hal keamanan maupun dalam hal konektivitas antar pulau, mengingat 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Dalam 

menjalankan kebijakan poros maritim, diperlukan adanya kerjasama yang baik 

antar regional maupun secara global. Karena kebijakan poros maritim memerlukan 

adanya kesatuan dari berbagai komponen pendukung untuk dapat 

mengimplementasikan kelima pilar dengan baik, apabila tidak ada kesatuan untuk 

mewujudkan hal ini maka kebijakan poros maritim dapat dianggap sebagai 

kebijakan yang gagal. 

Baik itu Malaysia, Singapura dan Indonesia selaku negara pantai pemilik 

perairan Selat Malaka tentunya memiliki kepentingannya masing-masing di 

perairan Selat Malaka. Seperti halnya Indonesia dan Malaysia yang menganggap 

perairan Selat Malaka penting dalam hal kedaulatan dan pertahanan negara 

sedangkan Singapura menganggap perairan Selat Malaka menjadi penting karena 

menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang besar. Indonesia sendiri 

memiliki sejarah akan mempertahankan perairan Selat Malaka dan menentukan 

garis batas dengan Malaysia melalui ratifikasi UNCLOS tahun 1982. Terjaminnya 

keamanan dan keselamatan perairan Selat Malaka tidak hanya menjadi penting bagi 

Malaysia, Singapura dan Indonesia selaku negara-negara pantai pemilik perairan 

Selat Malaka namun hal ini juga berpengaruh bagi negara-negara pengguna 
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perairan Selat Malaka. Banyak negara pengguna yang khawatir dengan adanya aksi 

kejahatan maritim di perairan Selat Malaka. Hal ini disebabkan karena perairan 

Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang rawan terjadinya kejahatan maritim 

seperti perompakan dan pembajakan, ditambah lagi dengan banyaknya kelompok-

kelompok terror besar yang berada di sekitar perairan Selat Malaka seperti halnya 

GAM, Abu Sayyaf, MILF dan beberapa kelompok terror lainnya. Hal ini juga 

mendorong negara-negara pengguna seperti Amerika Serikat dan Jepang untuk 

turut berpartisipasi dalam pengamanan perairan Selat Malaka walaupun tidak dalam 

porsi penuh dan dibawah pengawasan Malaysia, Singapura dan Indonesia selaku 

ketiga negara pantai pemilik perairan Selat Malaka. 

 

Dengan adanya kebijakan poros maritim sebagai wujud cita-cita dan harapan 

Indonesia untuk bangkit kembali menunjukan eksistensinya sebagai negara yang 

memiliki pengaruh yang signifikan dapat diwujudkan melalui Pilar Poros Maritim 

ke (4) Menerapkan diplomasi maritime melalui usulan peningkatan kerja sama 

dibidang maritime dan upaya menangani sumber konflik,seperti pencurian ikan, 

pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut 

dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan bebagai bangsa dan negara dan 

bukan memisahkan dan pilar Poros Maritim ke (5) Membangun kekuatan maritime 

sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan 

maritime merupakan pilar yang penting bagi Indonesia dalam menghadapi kasus 

pembajakan dan perompakan yang ada, karena Indonesia menggunakan kerjasama 

MALSINDO dan Layanan Panduan Pelayaran sebagai bentuk diplomasi maritime 
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Indonesia dan juga sebagai bentuk penguatan pertahanan keamanan kedaulatan 

Indonesia di Selat Malaka.  

Tiap tahunnya di perairan Selat Malaka telah mengalami penurunan ancaman-

ancaman kejahatan maritim seperti perampokan dan pembajakan, salah satu faktor 

yang mendorong terjadinya peningkatan keamanan ini adalah adanya kebijakan 

poros maritim yang bisa mengatur visi dan misi Indonesia dalam hal maritim 

kedepannya. Indonesia juga berhasil menunjukan eksistensi kekuatannya melalui 

kebijakan poros maritim ini, penguatan lembaga-lembaga yang berwenang dalam 

hal ini juga menjadi hal yang penting bagi internal Indonesia, kebijakan poros 

maritim juga ditampilkan dengan baik oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 

dari cabinet kerja 2014-2019 yaitu Ibu Susi Pudjiastusi yang dapat mengambil 

langkah berani untuk mengatasi persoalan maritim yang ada. Namun, walaupun 

sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam kasus Perompakan dan 

Pembajakan di Selat Malaka, tiap pihak tetap perlu waspada terhadap setiap 

ancaman yang ada, karena bukan tidak memungkinkan akan muncul ancaman lain 

yang bisa mengganggu keamanan dan kedaulatan negara.  
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